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KABUPATEN MAJALENGKA
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tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan lzin Operasional dan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor  073/57- Disdik tanggal 11 Januari 2021 Taman Kanak-
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Kanak-Kanak (TK); i
bahwa berdasarkan aﬁmmammmmmﬂﬁl
mmgmm ahun tentang sistem Pendidikan Nasional

Lzin Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak
SEJAHTERA 4 n dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Terpadu Satu Kabupaten Majalengka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
ﬁWWMM[EﬂhH@EWMTﬂ 1950)

Nomor 4 Tahun 1968 Pembentulan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 2851);
MNomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 T Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan U Nomor
12 Tahun 2 Perubahan Kedua atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Negara Republik Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

wmnﬁmm Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah (Lembaran ra Republik Tahun 2004 Nomor ambahan
Lembaran Negara Repubiik Nomor 4438); e
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
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TMHE,TW% Lembaran mI?.thrﬂ:rﬁaTmlﬁ
2013 Nomor 71T Lembaran Negara | Indonesia 10);

Peraturan Pemerintah Nomor ﬁﬁh‘nmm‘ ] Pembagian U .

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Lambaran
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran l~|45:g|:.'4r;|m;n mm%

Peraturan Pemerintah
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tarriﬁmmm‘an Hagaraﬂt.wklm

Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tenta n dan

Penddikan (Tambehan Lembaran Negara X Tn T 010 o 3
Sebaga telah diubah dengan Peraturan Nomor 66 tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Penyelenggaraan

Pengelolaan
Pendidilan ( Lembaran Negara k Indonesia tah
H@ﬁﬁﬂlﬁhﬁﬁﬂaﬂﬂwm; un 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Peraturan Menteri Pendidikan Na
Standar Pendidikan Usia Dini; sional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Bl T.
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Repl.mlrdemJHTm 20 S Pendidikan dan Kebudayaan
ahun 2014 Tentang Pendirian
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Peratu Daerah haHmmZTahmZﬂﬂEWlkusanmenﬁh
K mﬁﬁu Mn Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Ma ka Nomor 4 Tahun 2012 Pewelem
mde Kabupaten Majalengka ran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 201
:EHI:LIIHH Daerah Ka Majalengka Momor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
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Kabupaten Majalengka. e ot
Peraturan Bupati Ma Nomor 2 Tahun 2018 tentang nan
danl'thmmmpal;a sPawmnMndalﬂanFﬂafananl?::padUSEMPi Kabupaten

Majalengka.
MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usla Dini Kepada:

Nama Taman Kanak-Kanak (TK) + PGRI SEJAHTERA 4
Alamat - JI. Raya Banjaran Desa Banjaran
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Kecamatan Banjaran Kabupaten
Majalengka

Menggunakan Kurlkulum dan Metoda Belajar yang sesual dengan tujuan Pendidikan
Nasional;
Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Majalengka
Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum
Berakhirnya masa Izin

Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

Dengan berlakunya Keputusan Ini, Sekaligus Mencabut Keputusan Nomor 039 Tahun 2018
Tanggal 28 Januarl 2018

Keputusan ini Berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan
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_ Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 40 Januari 2021

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka |
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